
 

 

 

BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib 

menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah serta Unit 

Kerja Mandiri di bawahnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999  Nomor 177, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 3898); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4187); 

4. Undang-Undang... 



 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4815); 

 

                                                      11. Instruksi .......... 

 



 

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016-2021; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018; 

16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman; 

 

 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman. 

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 

 

 

                                                              4. Kinerja. ................... 

 



 

 

4. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran 

ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi 

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan. 

5. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) disingkat 

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategi organisasi. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah : 

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara 

baik; dan 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja. 

 

Pasal 3 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah untuk : 

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; 

b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran; 

c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja; 

d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan 

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021 yang 

disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

yang disusun setiap tahun.  

BAB III..... 



 

BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 5 

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan 

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

perencanaan; dan 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan 

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman. 

                      

Ditetapkan di  Parit Malintang 

pada tanggal27 Maret 2018 

 

     BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 

 

     dto 

                   ALI MUKHNI 

Diundangkan di Parit Malintang 

pada tanggal27 Maret 2018 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 

 

dto 

JONPRIADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018  NOMOR  12 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


